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Abstract 

The purpose of the research was to prove the influence knowledge of tax, service quality of tax officers and 

awareness of taxpayers toward compliance of corporate taxpayer in Bengkulu City.  

The sample corporate taxpayer in Bengkulu City which taken by accidental sampling. The samplings are 83 

respondents. The method of the data analysis used multiple regression analysis. 

The results from the data analysis showed that: understanding of tax, the service quality of tax officers and the 

awareness of taxpayers have positive and significant effect toward compliance of corporate taxpayers. 

 
Keywords:  Knowledge of Tax, Service Quality of Tax Officers, Awareness of Taxpayers, and Compliance of Corporate 

Taxpayers 

1. Pendahuluan 

Salah satu sumber penerimaan Negara yang paling potensial bagi kelangsungan pembangunan 

Negara Indonesia adalah Pajak. Jika penerimaan pajak meningkat, menunjukkan telah terjadi 

peningkatan perekonomian dan taraf hidup suatu bangsa. Pajak memiliki peranan yang besar dalam 

menyumbang penerimaan negara dalam usaha pembiayaan pembangunan nasional.  

Peran serta masyarakat dalam bentuk kesadaran dan kepedulian untuk membayar pajak sangat 

dibutuhkan agar pelaksanaan pembangunan nasional mencapai taraf kemakmuran dan kesejahteraan 

masyarakat, sebagaimana di amanatkan dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) 

dimana penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar (Muliari dan Setiawan, 

2011).  

Pajak adalah sumber pasti yang memberi kontribusi dana kepada negara dan merupakan 

cerminan dari pelaksanaan fungsi kegotong-royongan masyarakat dalam pembiayaan pembangunan 

suatu negara. Definisi pajak lebih tegas ada dalam Pasal (1) ayat (1) Undang-undang Nomor 28 

Tahun 2007 bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi, 

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Namun, fakta di Indonesia menunjukka1n tingkat kepatuhan pajak masih rendah, ditandai belum 

optimalnya angka tax ratio (Jatmiko, 2006). Tax ratio merupakan perbandingan antara jumlah 

penerimaan pajak dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu Negara. Rasio ini 

dipergunakan untuk menilai tingkat kepatuhan pembayaran pajak oleh masyarakat dalam suatu 

Negara.  
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Di tingkat daerah, rasio pajak merupakan perbandingan antara jumlah penerimaan pajak daerah 

dengan Produk  

 Domestik Regional Bruto (PDRB). Rasio pajak dapat digunakan untuk mengukur tingkat 

kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, mengukur kinerja perpajakan, dan melihat potensi 

pajak yang dimiliki. PDRB sangat erat kaitannya dengan pajak daerah karena dapat menggambarkan 

kegiatan ekonomi masyarakat. Jika pertumbuhan ekonomi daerah baik tentunya akan menjadi 

potensi penerimaan pajak di wilayah tersebut. PDRB yang akan digunakan dalam analisis ini adalah 

PDRB atas dasar harga berlaku yang merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan 

menggunakan harga pada setiap tahun. Nilai PDRB ini pada umumnya digunakan untuk melihat 

pergeseran struktur ekonomi yang terjadi di suatu wilayah. Perhitungan rasio pajak di berbagai 

wilayah di Indonesia akan memberikan gambaran hubungan antara penerimaan pajak daerah di 

wilayah tersebut dengan PDRB-nya, menilai kondisi suatu daerah, dan membandingkannya dengan 

daerah lain sebagaimana terlihat pada Gambar 1.1 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1.1 Rasio Pajak Pemerintah Kabupaten dan Kota Se-Provinsi di Indonesia 

Sumber : Kementrian Keuangan RI, 2014 

 

 Besar kecilnya penerimaan pajak juga tidak terlepas dari ketaatan dan kepatuhan masyarakat 

yang sudah memiliki NPWP untuk melaporkan penghasilan atau pendapatannya serta membayar 

pajak kepada kas negara. Sementara kepatuhan wajib pajak sendiri disebabkan karena beberapa 

faktor seperti pengetahuan terhadap fungsi pajak, ketaatan terhadap aturan, transparansi dan 

sebagainya (Mardiasmo, 2009:67). 

Berdasarkan Hasil Laporan Kantor Pajak  Pratama Bengkulu (2014), tercatat bahwa jumlah wajib 

pajak orang pribadi selama kurun waktu tahun 2010 sebesar 20,982 dan meningkat menjadi 21,693 

orang pada tahun 2011. Pada tahun 2012 terjadi penurunan WP orang pribadi menjadi 11,465 orang 

dan menurun kembali menjadi 9,292 orang pada tahun 2015.  

Penurunan pertumbuhan jumlah wajib pajak di Kota Bengkulu  disebabkan karena beberapa 

faktor di antaranya adalah tidak beroperasinya lagi badan usaha atau bangkrut. Sementara faktor 

penyebab penurunan wajib pajak orang pribadi (WPOP) adalah disebabkan adanya penyesuaian 

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK-

162/PMK.011/2012 yang berdampak besar pada pengurangan jumlah WPOP karena banyak WPOP 

yang memiliki penghasilan di bawah PTKP. Selain itu, masyarakat yang memiliki penghasilan di 

bawah PTKP tetap ingin memperoleh manfaat tertentu dari memiliki NPWP seperti kemudahan 

pengurusan administrasi dalam pengajuan kredit bank, pembuatan rekening koran di bank, 

pengajuan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), pembayaran pajak final, mengikuti lelang, dan 

sebagainya.  

Sesuai dengan pendapat Mardiasmo (2009:77) bahwa pengetahuan perpajakan yang baik akan 

mendukung suatu pembukuan yang baik, tetapi hal ini belum cukup mendukung kepatuhan Wajib 
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Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sedangkan kepatuhan itu sendiri  ada karena 

pengetahuan yang baik tentang peranan pajak dalam pembangunan daerah khususnya dan 

pembangunan nasional umumnya. Diharapkan Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkatkan 

penerimaan pajak.  

Kualitas pelayanan fiskus atau pegawai pajak juga merupakan hal penting dalam menggali 

penerimaan Negara, dimana fiskus mampu melayani para wajib pajak dengan jujur, profesional dan 

bertanggung jawab tetapi faktanya para fiskus tidak semuanya bersih dan ada juga yang nakal dalam 

arti sering menyalahgunakan kewenangannya untuk memanipulasi data yang terkait dengan SPT 

wajib pajak seperti contoh kasus Gayus Tambunan pada tahun 2011 dan kasus Dhana Widyatmika 

pada tahun 2012 (www.detik.com). Dengan adanya kasus tersebut maka wajib pajak merasa bahwa 

uang hasil pajak yang mereka bayarkan tidak dikelola dengan benar dan jujur. Oleh karena itu, 

kualitas pelayanan fiskus sangat dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Apabila kualitas 

pelayanan fiskus sangat baik maka persepsi wajib pajak terhadap pelayanan akan meningkat. 

Selain itu pegawai pajak dituntut untuk berlaku profesional dan bersikap transparan agar tidak 

difitnah masyarakat. Pegawai pajak kerap dipandang sebelah mata oleh masyarakat akibat 

banyaknya kasus penggelapan pajak yang dilakukan sejumlah pegawai pajak. Dengan jaminan 

teknologi dan transparansi dalam pajak, maka dapat mengurangi kecurigaan dan ketidakpercayaan 

wajib pajak. Transparansi dalam pajak yang dimaksud berupa; Transparansi penyajian informasi 

dalam wujud yang mudah digunakan dan diakses mengenai pelayanan yang dilakukan serta aktivitas 

di dalam perpajakan itu sendiri. Informasi yang disiapkan harus sedemikian jelas dan lengkap 

mengenai hak dan kewajiban yang ditentukan oleh peraturan untuk diketahui oleh wajib pajak. 

Transparansi di dalam sistem administrasi perpajakan dalam pengertian proses atau sistem yang 

berlaku. Transparansi didalam manajemen yang berhubungan dengan pengelolaan dan penggunaan. 

Transparansi dalam pengisian formulir, pengajuan dan penentuan beban pajak yang mesti 

ditanggung oleh wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan. 

Hasil pengamatan lapangan diketahui bahwa tingkat kesadaran perpajakan badan di Kota 

Bengkulu Tahun 2015 masih belum optimal. Hal ini tentu saja dipengaruhi oleh banyak faktor di 

antaranya adalah pengetahuan mengenai perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan kesadaran 

perpajakan itu sendiri.  

 
Tabel 1.1 Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) dan Badan Kota Bengkulu Tahun 2010 – 2015 

No Tahun Wajib Pajak Jumlah Total WP Patuh Pertumbuhan WP (%) 

Badan OP 

1 2010 435 20,982 21,417 16,277 - 

2 2011 654 21,693 22,347 20,336 4.16% 
3 2012 953 11,465 12,418 11,921 -79.96% 

4 2015 733 9,292 10,025 8,622 -23.87% 

Sumber: Kantor Pajak Pratama Bengkulu, 2015 

Berdasarkan Tabel 1.1 tercatat bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi selama kurun waktu 

tahun 2010 sebesar 20,982 dan meningkat menjadi 21,693 orang pada tahun 2011. Pada tahun 2012 

terjadi penurunan WP orang pribadi menjadi 11,465 orang dan menurun kembali menjadi 9,292 

orang pada tahun 2015. 

Berkaitan dengan hal tersebut, Rahman (2011) membuktikan bahwa kesadaran perpajakan dan 

pelayanan fiskus mampu memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini juga 

didukung dengan penelitian Kusmuriyanto (2014) dan Sanjaya (2014) yang berhasil membuktikan 
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bahwa kualitas pelayanan fiskus dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap 

kepatuhan wajib pajak.  

Faktor lain yang juga berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak adalah 

kesadaran perpajakan (WP). Kesadaran perpajakan atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan 

negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Jatmiko, 2006). Menurut 

Suardika (dikutip dari Muliari dan Setiawan, 2011), masyarakat harus sadar akan keberadaannya 

sebagai warga negara dan harus selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar 

hukum penyelenggaran negara. Penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko (2006) menemukan bahwa 

kesadaran perpajakan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Penelitian yang dilakukan oleh Muliari dan Setiawan (2011) juga menemukan bahwa kesadaran 

perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi 

di Kantor Pelayanan Pajak Denpasar Timur.  

Penelitian ini pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Muliari dan Setiawan (2011); 

Suryadi (2006) dan Jatmiko (2006). Penelitian ini menggabungkan beberapa variabel-variabel 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan menjadikan Kepatuhan Wajib Pajak 

sebagai variabel dependen dan variabel independennya yaitu Pengetahuan perpajakan, Kualitas 

Pelayanan Fiskus, Kesadaran Perpajakan. Sehingga diharapkan dapat diketahui dengan jelas faktor-

faktor yang mempengaruhi kepatuhan WP di Kota Bengkulu, sehingga judul penelitian ini adalah 

“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kota Bengkulu”. 

 

2. Tinjauan Pustaka 

2.1. Kepatuhan Wajib Pajak 

Pajak menurut Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan 

yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Berdasarkan definisinya, ciri-ciri pajak antara lain: (1) pajak dipungut berdasarkan undang-undang, 

(2) Tidak mendapatkan jasa timbal balik ( kontraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan 

secara langsung, (3) Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum 

pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan, (4) 

Pemungutan pajak dapat dipaksakan, (5) Berfungsi mengisi anggaran (budgeter) dan sebagai alat 

untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan Negara dalam bidang ekonomi dan sosial (regulasi) 

(Mardiasmo, 2009).  

Lebih lanjut Mardiasmo (2009) menjelaskan bahwa Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau 

badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan 

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Shadelly 

(2006) menjelaskan bahwa kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Kepatuhan 

adalah motivasi seseorang, kelompok, atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu 

sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Perilaku kepatuhan seseorang merupakan interaksi 

antara perilaku individu, kelompok dan organisasi (Robbins, 1996).  
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Kepatuhan pajak menurut Muliari dan Setiawan (2011) didefinisikan sebagai suatu keadaan 

dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, 

maka konteks kepatuhan dalam penelitian ini mengandung arti bahwa Wajib Pajak berusaha untuk 

mematuhi peraturan hukum perpajakan yang berlaku, baik memenuhi kewajiban ataupun 

melaksanakan hak perpajakannya. 

2.2. Pengetahuan Perpajakan 

Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan untuk memahami dan mentaati atau tidak mentaati 

peraturan perpajakan (Jackson dan Milliron, 1986 dalam Aryati (2012). Menurut Jackson dan 

Milliron, pengetahuan perpajakan dapat diketahui dari dua elemen penting, yakni pengetahuan 

umum tentang perpajakan dan pengetahuan spesifik mengenai peluang penghindaran pajak.  

Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2009 Pasal 28 ayat (1) disebutkan bahwa wajib pajak 

yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib 

menyelenggarakan pembukuan. Lalu pada Pasal 28 ayat (2) disebutkan bahwa Wajib Pajak yang 

dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

tetapi wajib melakukan pencatatan, adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan 

usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan 

Penghasilan Neto (NPPN) dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau 

pekerjaan bebas. 

2.3. Kualitas Pelayanan Fiskus 

 Pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan 

landasan tertentu di mana tingkat pemuasannya hanya dapat dirasakan oleh orang yang dilayani atau 

orang yang melayani. Kualitas layanan adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada 

pelanggan dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan 

serta harus dilakukan secara terus-menerus (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011). Pelayanan yang 

baik merupakan salah satu faktor penting dalam menciptakan kepuasan kepada pelanggan. Suatu 

pelayanan dapat dikatakan baik apabila dijalankan sesuai dengan apa yang diharapkan. Salah satu 

aspek yang memegang peranan penting adalah fiskus pada Direktorat Jenderal Pajak karena aspek 

pelayanan (fiskus) merupakan kunci dalam menanamkan citra Direktorat Jenderal Pajak 

2.4. Kesadaran Perpajakan 

Menurut Shadely (2006) “sadar” bermakna suatu kondisi tertentu pada diri seseorang sehingga 

mampu berbuat sesuatu. Artinya, dalam kondisi sadar seseorang dapat menggunakan perasaan dan 

pemikirannya untuk berbuat sesuatu. Sedangkan ‘kesadaran’ merupakan proses belajar dari 

pengalaman dan pengumpulan informasi yang diterima untuk mendapat keyakinan yang mendorong 

dilakukannya suatu kegiatan. Sejalan dengan pengertian tersebut menurut Ahmadi (1998:125), 

kesadaran identik dengan kemauan yaitu suatu dorongan dari alam sadar berdasarkan pertimbangan 

pikiran dan perasaan serta seluruh pribadi seseorang yang menimbulkan kegiatan yang terarah pada 

tercapainya tujuan tertentu yang berhubungan dengan pribadinya. Berdasarkan dengan beberapa 

pengertian di atas, maka di dalam kesadaran terdapat hal-hal seperti:  
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a. Pengalaman, merupakan proses awal dari kesadaran karena dengan pengalaman orang 

menjadi sadar akan persoalan dalam kehidupan.  

b. Informasi, sebagai proses belajar dan lebih memahami tentang persoalan itu melalui 

informasi yang diterima.  

c. Keyakinan, menjadi yakin mengenai persoalan berdasarkan pikiran dan perasaan dari 

pengalaman informasi yang diperoleh dan dalam keyakinan itu terdapat harapan atau 

tujuan yang mendorong adanya aksi atau tindakan sukarela. 

d. Tindakan, memutuskan apa yang dilakukan berdasarkan keyakinan yang dimiliki. 

2.5. Kerangka Pemikiran 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan telaah 

pustaka dan penelitian terdahulu, variabel independen penelitian yaitu faktor yang mempengaruhi 

kepatuhan Wajib Pajak adalah pengaruh pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan 

kesadaran perpajakan. Model dari kerangka pemikiran penelitian ini diilustrasikan pada Gambar 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Kerangka Pemikiran Teoritis 

 

3. Metode Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini penelitian kuantitatif dengan metode survey. 

Menurut Sugiyono (2010) penelitian kuantitatif adalah yang berusaha menggambarkan dan 

menjelaskan suatu fenomena tertentu yang terjadi di lapangan melalui perhitungan angka-angka 

statistik. Dalam hal ini, penelitian berusaha menjelaskan pengaruh antara pemahaman perpajakan, 

kualitas pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.  

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pajak Pratama 

(KPP) Kota Bengkulu, dan tidak semua wajib pajak menjadi responden dalam penelitian ini karena 

jumlahnya sangat besar, karakteristik yang tidak diketahui, dan kemungkinan bertemu dengan 

responden hanya sekali pada saat penelitian lapangan.  

Guna efisiensi waktu dan biaya, maka dilakukan pengambilan sampel. Pengambilan sampel 

dilakukan dengan metode accidental sampling. Menurut Sugiyono (2010) accidental sampling 

merupakan salah satu teknik pengambilan sampel secara kebetulan. Artinya, setiap wajib pajak yang 

Pengetahuan perpajakan 

 (X1) 

Kesadaran Perpajakan 
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melakukan administrasi perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bengkulu yang 

bertemu dengan peneliti dapat dijadikan responden. Jumlah responden yang akan diambil sebanyak 

95 orang. Pengambilan jumlah sampel tersebut didasarkan pada pendapat Sekaran (2003) jumlah 

sampel diambil berdasarkan jumlah pertanyaan yang digunakan, di mana satu pertanyaan penelitian 

harus dijawab 5-10 orang. Jumlah pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 19 

pertanyaan x 5 orang = 95 orang. 

 

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Hasil analisis regresi yang dilakukan terhadap pengaruh pengetahuan perpajakan, kualitas 

pelayanan fiskus, dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dapat dilihat pada 

Tabel 2. 

Table 2. Hasil Analisis Regresi 

Variabel Koef Nilai Koefisien t-test Sig. Keterangan 

Persamaan : Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + e 

Pengetahuan Perpajakan (X1) 
Pelayanan Fiskus (X2) 

Kesadaran WP (X3) 

β1 

β2 

β3 

0,709 
0,760 

0,561 

7,823 
5,152 

2,252 

0,000 
0,000 

0,027 

Diterima 
Diterima 

Diterima 

R = 0,963      R2 = 0,928    Adjusted R2 = 0,922    N = 83 

Nilai t-tabel = 1,645      F-hit = 144,828    Pro F-hit = 0,000 

 

Dari hasil analisis data diperoleh nilai F-hitung sebesar 144,828 dengan probabilitas (sig.) 

sebesar 0,000 < alpa 0,05; artinya variabel independen (pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan 

fiskus dan  kesadaran perpajakan) secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen secara 

signifikan. Makna lain dari nilai uji F adalah, jika signifikansi < 0,05; berarti model regresi linier 

berganda  yang digunakan dalam penelitian adalah fit (layak). Nilai koefisien korelasi berganda (R) 

yang diperoleh dari hasil perhitungan sebesar 0,963; yang berarti terdapat hubungan yang sangat 

kuat antara pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan dengan 

kepatuhan wajib pajak membayar pajak. Sedangkan koefisien determinasi (Adjusted R2) sebesar 

0,922; yang berarti bahwa variasi peningkatan atau penurunan kepatuhan wajib pajak dipengaruhi 

oleh pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, kesadaran perpajakan, sebesar 92,2%. 

Sedangkan sisanya 7,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Berikutnya hasil pengujia 

menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap 

kepatuhan wajib pajak, dengan nilai statistik t sebesar 7,828 dengan p-value 0,000 < alpha 0,05. 

Variabel pelayanan fiskus juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan statistik 

t sebesar 5,152 dengan p-value 0,000 < alpha 0,05, demikian juga dengan kesadaran perpajakan 

juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, yang mana diperoleh nilai t-hitung sebesar 

2,252 dengan p-value 0,027 < alpha 0,05.  

5. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah dijelaskan pada bab 

sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap 

kepatuhan wajib pajak yang berarti semakin baik tingkat pengetahuan perpajakan wajib pajak badan 

di Kota Bengkulu maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak badan di Kota Bengkulu. 
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Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, yang berarti semakin 

tinggi kualitas pelayanan fiskus maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak badan di Kota 

Bengkulu. Kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, yang berarti 

semakin tinggi kesadaran wajib badan di Kota Bengkulu maka semakin tinggi tingkat kepatuhan 

wajib pajak badan di Kota Bengkulu. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pengetahuan perpajakan 

dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak membayar pajak. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi 

dan edukasi tentang perpajakan terus dilakukan untuk memotivasi dan menumbuhkan kesadaran 

wajib pajak. Peningkatan kualitas pelayanan fiskus dalam perpajakan diperlukan untuk 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Upaya ini dilakukan untuk menumbuhkan kembali 

kepercayaan wajib pajak, bahwa pajak yang dibayar memang diperuntukkan bagi pembangunan 

negara. Memotivasi wajib pajak untuk terus membayar pajak melalui kemudahan-kemudahan dalam 

bidang perpajakan, sehingga menumbuhkan kesadaran untuk memenuhi kewajiban membayar pajak 

kepada negara. 
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